BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas, disimpulkan bahwa diskresi merupakan hak
aparat pemerintah dalam menangani persoalan yang mendesak dan belum ada
peraturan perundang - undangan yang mengatur sedangkan permasalahan itu
harus segera diselesaikan. Dalam penerapannya diskresi dapat merujuk positif jika
dalam implementasinya sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik, sesuai
prosedur hukum yang berlaku dan atas dasar kepentingan publik/masyarakat
untuk menyelesaikan persoalan yang harus secara darurat diselesaikan. Sedangkan
penerapan kewenangan diskresi negatif merujuk pada penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat pemerintah atas dasar kepentingan pribadi/kelompok dan melanggar
hukum yang berlaku yang menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan analisis yang disusun penulis, penerapan diskresi pada 5
(Lima) daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah tertinggi hingga
terendah kasus COVID19 di Provinsi Jawa Barat, menunjukan penerapan diskresi
yang berupa penyebaran surat edaran terkait pencegahan tanggap sigap
pemerintah daerah untuk menanggapi COVID19, Pembuatan peraturan daerah
baru terkait penangan COVID19 dan dampaknya menyesuaikan tingkatan kasus
COVID19 di daerah masing - masing, serta pembuatan program khusus daerah
baru menyesuaikan keadaan seperti jumlah kasus COVID19, kondisi sosial
budaya dan ekonomi, hingga dampak COVID19 itu sendiri terhadap daerah dan
bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangan diskresinya dalam
menanggapi persoalan yang berbeda disetiap daerah. Berdasarkan hasil analisis
juga penerapan diskresi di setiap daerah sama, hanya beberapa program khusus di
daerah masing - masing yang menyesuaikan keadaan / kondisi di tiap - tiap
daerah. Hasil analisis kategorisasi juga menunjukan bahwa penerapan diskresi

merujuk pada penerapan yang positif karena pada implementasinya sudah sesuai

70



dengan aturan penerapan diskresi yang berlaku yang memiliki tujuan jelas untuk
masyarakat, hingga dampak yang dirasa oleh masyarakat dalam upaya penangan
COVID19 jelas teratasi.

Melalui hasil penelitian ini, didapatkan hasil bahwa penerapan diskresi di
tiap-tiap daerah berbeda tergantung dengan kondisi di daerah masing - masing dan
berbagai keperluan masyarakat yang berbeda. Pemerintah khususnya Top Level
Bureucrat sebagai harapan masyarakat harus terus meningkatkan pelayanan,

kesejahteraan dan dukungan lainnya untuk masyarakat.

6.2. Saran

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik guna kesejahteraan bersama,

penggunaan diskresi kurangnya harus:

A. Saran Akademis

1. Penelitian Selanjutnya yang Lebih Komprehensif dengan Lingkup Lebih
Luas. Rekomendasi Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lingkup
analisis yang lebih luas ke daerah lain atau menganalisis tingkatan Provinsi di
Indonesia agar lebih memiliki gambaran yang lebih detail mengenai efektifitas
dan tantangan dalam pengambilan keputusan diskresi saat keadaan
darurat (Pandemi, Bencana, Dan lainnya)

2. Metode penelitian yang berbeda. Selain itu, analisis dapat dilakukan dengan
melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian agar memiliki

perspektif yang lebih luas tentang penerapan diskresi tersebut.

B. Saran Praktis

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan pedoman yang jelas
untuk penggunaan diskresi oleh kepala daerah dalam keadaan darurat. Selain itu,
perlu ada pelatihan manajemen krisis dan pengambilan keputusan bagi
bupati/walikota. Penting juga untuk menerapkan evaluasi dan monitoring
kebijakan yang ketat, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar daerah

untuk memperkuat respons terhadap situasi darurat.
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